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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan 

Dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

a. Aparat penegak hukum memanfaatkan luasnya unsur-unsur tindak pidana 

korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

untuk menjerat pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi 

dalam pengadaan, aparat penegak hukum menggunakan Pasal 2 yang 

harus dibuktikan bahwa pelaksanaan pengadaan tidak dilaksanakan 

sesuai peraturan pelaksananya secara sengaja dengan maksud 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi. Sedangkan 

Pasal 3 perlu dibuktikan penyalahgunaan wewenang oleh Kuasa 

Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan petugas lainnya 

sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah, sedangkan petugas yang bersangkutan atau orang lain atau 

korporasi memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut.  

b. Upaya yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam 

pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain: 

1) Menerapkan dengan tegas prinsip tata kelola pemerintahan yang baik 

dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang 

akuntabel dan transparan; 

2) Melakukan pengendalian dan pengawasan intern pemerintah yang 

dilakukan oleh lembaga pengawas (Inspektorat) pada institusi yang 

melakukan pengadaan; 

3) Implementasi pengadaan secara elektronik (e-procurement). 

 

V.2  Saran 

a. Memperkuat dan mengoptimalkan fungsi sistem pengawasan internal 

oleh Inspektorat Jenderal atau jabatan yang memiliki kewenangan yang 

sama di setiap institusi atau lembaga pemerintah yang melakukan 
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pengadaan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah; 

b. Meningkatkan integritas pejabat negara sesuai dengan peraturan disiplin 

pegawai negeri sipil secara tegas supaya tercita penyelenggaraan negara 

yang bersih dan baik (clean and good government); 

c. Efektifitas sanksi yang tegas terhadap institusi apabila tidak 

melaksanakan pengadaan secara elektronik (e-procurement); 

d. Menambahkan hukuman pemiskinan dan kerja sosial selain hukuman 

penjara bagi para koruptor untuk memberi efek jera. 
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